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Hal : Fasilitasi 2 (dua) Rancangan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah.
Yth. Gubernur Jawa Tengah

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: S/100.3/290/2025
tanggal 18 Desember 2025 Hal Permohonan Kembali Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta
Tata Kerja Rumah Sakit Daerah dan Nomor: S/100.3/292/2025 tanggal 18 Desember 2025 Hal
Permohonan Kembali Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut diatas, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan 2
(dua) Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah, yaitu:
a. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah; dan
b. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.
2. Terhadap permohonan fasilitasi tersebut telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal
dan materiil dengan hasil bahwa 2 (dua) Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud
dilakukan simplifikasi menjadi 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur.
3. Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, 2 (dua) Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan
dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah waijib
menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah
dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

9 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
irektur Jenderal Otonomi Daerah
kmal Malik

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



